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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Undang–Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa 

pajak yaitu  kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa, 

berdasarkan Undang-Undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung melainkan untuk kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016). 

Penerimaan pajak di Indonesia merupakan penerimaan negara yang paling 

besar jika dibandingkan dengan sumber penerimaan negara yang lainnya dan 

terus meningkat setiap tahunnya. Pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak 

tersebut selanjutnya akan dialokasikan untuk pelayanan umum, pertahanan, 

ketertiban dan keamanan, perlindungan lingkungan hidup, ekonomi, dan lain-

lain. Berikut ini ditampilkan data penerimaan negara dari tahun 2016-2018. 
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Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2016-2018 (Dalam Milyar 

Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019. 

Berdasarkan data yang disajikan di atas dapat terlihat bahwa sektor 

perpajakan selalu memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara 

Indonesia. Penerimaan pajak tersebut salah satunya diperoleh dari penerimaan 

Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) 

adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, deviden, bunga, 

royalty, penyerahan jasa atau sewa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang 

telah dipotong PPh Pasal 21. Dalam Pasal 23 UU PPh No. 36 Tahun 2008 

menyatakan bahwa yang termasuk subyek pajak PPh Pasal 23 adalah Wajib 

Pajak Dalam Negeri termasuk Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Orang 

Pribadi, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Sedangkan obyek pajak PPh Pasal 

23 antara lain adalah modal, deviden, royalty, hadiah, dan penghargaan 

dengan tarif 15% atas penghasilan bruto yang diperoleh; dan sewa atau  jasa 

yang dikecualikan dalam PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 

sebesar 2% atas penghasilan bruto. Sehingga bagi wajib pajak yang 

3. Hibah

2017 1) 2018 2)

1 284 970.10 1 343 529.80 1 548 485.001. Penerimaan Perpajakan

117 995.40

Sumber Penerimaan 2016 1)

Penerimaan Bukan Pajak Lainnya 108 834.60 91 962.10

Penerimaan Sumber Daya Alam 64 901.90 111 132.00 169 196.30

1 249 499.50 1 304 316.30

35 470.70 39 213.60

Pajak Dalam Negeri 1 506 436.20

Pajak Perdagangan Internasional  42 048.80

2. Penerimaan Bukan Pajak 261 976.30 311 216.30 349 158.30

Bagian laba BUMN 37 133.20 43 904.20 44 695.40

8 987.70 11 629.80 5 383.20

1 555 934.20 1 666 375.90 1 903 026.60Jumlah

Pendapatan Badan Layanan 41 945.90 47 345.50 43 304.60
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memperoleh penghasilan dari melakukan jasa atau sewa yang tidak dikenakan 

PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 4 ayat (2), memiliki kewajiban untuk membayar 

PPh Pasal 23. 

Kewajiban tersebut juga berlaku bagi pengusaha kecil yang memiliki 

omset kurang dari Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang tidak 

menyelenggarakan pembukuan. Disamping melaksanakan kewajiban pajak 

tahunan juga harus melaksanakan kewajiban pajak masa termasuk yang 

terkait dengan PPh Pasal 23. Dalam rangka memberikan keringanan dan 

kemudahan bagi para wajib pajak yang harus membayar PPh tidak final dan 

PPh akhir tahun, maka pemerintah menerbitkan Surat Keterangan yang 

terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dengan 

menggunakan Surat Keterangan tersebut maka wajib pajak akan dibebaskan 

dari pemotongan atas segala jenis PPh yang bersifat tidak final, termasuk PPh 

Pasal 23.  

Surat Keterangan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mulai 

berlaku sejak 1 Juli 2018 sehingga perlu dilakukan sosialisasi mengenai 

ketentuan tersebut agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui dan dapat 

dimanfaatkan oleh para wajib pajak, khususnya bagi para pelaku UMKM 

untuk meringankan beban usaha dari aspek pajak itu sendiri. Dengan 

mengajukan Surat Keterangan maka wajib pajak dapat dibebaskan dari 

pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat tidak final. Dengan 

demikian beban atau biaya pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi 

lebih kecil sehingga mengakibatkan laba perusahaan bisa menjadi semakin 
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tinggi. Laba yang semakin tinggi ini akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan karena tidak menyebabkan kenaikan pajak terutang. 

Wajib Pajak yang menerima penghasilan yang dipungut/dipotong PPh 

yang bersifat tidak final harus menyertakan Surat Keterangan bersamaan 

dengan tagihan/bukti transaksi kepada pemungut/pemotong pajak, sehingga 

pemotong tidak akan memotong pajak atas penghasilan yang diterima Wajib 

Pajak tersebut. Cara penghematan pajak dengan menggunakan Surat 

Keterangan ini akan sangat memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan 

usahanya. 

CV. DMV merupakan klien dari KKP JM Harianto. Perusahaan ini 

bergerak di bidang jasa angkutan dan berdiri pada tahun 2017. CV. DMV 

menyerahkan segala kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung, 

menyetor, dan melaporkan pajak kepada Kantor Konsultan Pajak JM. 

Harianto. CV DMV memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 

dalam satu tahun. Dengan demikian CV DMV termasuk dalam kategori wajib 

pajak UMKM dan sesuai dengan kriteria dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2018. Oleh karena itu CV. DMV mengajukan Surat Keterangan 

kepada KPP Pratama tempat CV. DMV terdaftar sehingga atas jasa angkutan 

yang dilakukan selama tahun 2018 tidak dipotong PPh Pasal 23. Hal ini yang 

melatarbelakangi penulis menyusun laporan Tugas Akhir dengan judul 

“PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN TERKAIT PEMOTONGAN 

PPh PASAL 23 ATAS JASA ANGKUTAN OLEH CV. DMV” 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penggunaan Surat Keterangan terhadap PPh Pasal 23 atas jasa 

angkutan yang dilakukan oleh CV. DMV? 

2. Bagaimana penghitungan pajak CV. DMV jika menggunakan Surat 

Keterangan? 

3. Bagaimana penghitungan pajak CV. DMV jika tidak menggunakan Surat 

Keterangan? 

4. Bagaimanakah dampak penggunaan Surat Keterangan terhadap 

penghitungan perolehan laba ? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan Penulisan yang ingin dicapai: 

1. Menjelaskan bagaimana penggunaan Surat Keterangan terhadap PPh Pasal 

23 atas jasa angkutan yang dilakukan oleh CV. DMV. 

2. Menjelaskan bagaimana penghitungan pajak CV. DMV jika menggunakan 

Surat Keterangan. 

3. Menjelaskan perhitungan pajak bagi CV. DMV apabila tidak 

menggunakan Surat Keterangan. 

4. Menjelaskan bagaimana dampak penggunaan Surat Keterangan terhadap 

laba CV. DMV. 
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1.4 Manfaat Penulisan 

1. Bagi Perusahaan 

Manfaat bagi perusahaan yang memiliki penghasilan bruto tertentu adalah 

sebagai referensi dalam menghemat beban pajak perusahaan, terutama 

yang penghasilannya termasuk objek  pajak tidak final agar tidak dipotong 

pajak, sehingga dapat meningkatkan laba setelah pajak. 

2. Bagi pembaca 

sebagai sumber referensi untuk mengetahui cara penghematan pajak 

menggunakan Surat Keterangan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya dapat berguna sebagai bahan referensi yang 

terkait dengan perencanaan pajak. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini merupakan gambaran secara umum mengenai 

Laporan Praktik Kerja Lapangan yang ditulis dari awal sampai akhir, terdiri 

dari 5 bagian pembahasan yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori yang berhubungan dengan topik 

permasalahan yang menjadi bahan pembahasan. Teori tersebut digunakan 

sebagai dasar dalam mencari solusi atau pemecahan masalah. 

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi gambaran umum Kantor Konsultan Pajak JM. Harianto 

yang terdiri dari profil, struktur organisasi dan deskripsi tugas. Selain itu 

peulis juga menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam 

menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan ini. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi  pembahasan mengenai rumusan masalah yang telah 

digambarkan pada bab sebelumnya secara lebih rinci, serta memuat hasil 

yang sudah dianalisis. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan hasil 

pembahasan dalam bab-bab sebelumnya. 


